JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.4, No.3 Maret 2026

e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Oleh:

Ni Kadek Dwi Ariartini!

I Wayan Novy Purwanto?

Universitas Udayana
Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: dwiariartinil2(@gmail.com, novy purwanto@unud.ac.id.

Abstract. In the creation of authentic deeds and providing legal certainty, a notary plays
a crucial role. However, in practice, the role of a notary also has significant legal
implications, as any errors in the creation of a deed can lead to serious legal
consequences. This study aims to analyze the legal responsibilities of notaries in the
creation of authentic deeds, as well as the legal consequences of violations during the
process. This study was conducted using normative legal methods and a conceptual and
analytical approach to legislation. The results indicate that a notary's legal responsibility
is personal and inherent in the public office they hold, so that any negligence can result
in civil, criminal, or administrative liability. An authentic deed has strong evidentiary
power, but if there is a legal flaw due to the notary's negligence, the deed can be reduced
to an underhand deed. Therefore, the application of appropriate procedures, caution, and
high integrity are key factors in ensuring the authenticity and legal force of the deed.
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Power.

Abstrak. Dalam pembuatan akta otentik dan pemberian kepastian hukum, seorang
Notaris memiliki peranan penting. Namun, dalam pelaksanaannya peran seorang notaris
ini juga memiliki dampak hukum yang besar hal ini disebabkan karena setiap kesalahan

yang timbul dalam pembuatan akta dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius.
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TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Penelitian ini memiliki bertujuan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi
bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang prakteknya dalam pembuatan akta
otentik serta akibat hukum jika terjadi pelanggaran dalam proses tersebut. Dalam
pelaksanaannya penelitian ini, penelitian dilaksanakan dengan metode hukum normative
dan menggunakan juga pendekatan undang-undangan yang konseptual dan analitis. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum notaris bersifat pribadi dan
melekat pada jabatan publik yang dijalani, sehingga setiap kelalaian dapat menimbulkan
pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif. Akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi jika terdapat cacat hukum akibat kelalaian notaris,
akta tersebut dapat turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Maka dari itu, penerapan
prosedur yang tepat, kehati-hatian, dan integritas tinggi menjadi faktor utama untuk
menjamin keaslian dan kekuatan hukum akta yang dibuat.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Tanggung Jawab Hukum, Kelalaian, Kekuatan

Pembuktian.

LATAR BELAKANG

Pada tatanan hukum di Indonesia, notaris memegang peranan penting dalam
kedudukan pejabat umum yang diberi kekuasaan bagi negara untuk membentuk akta
otentik. Di dalam sistem hukum akta otentik merupakan status tertinggi dalam prosedur
hukum, sehingga setiap kesalahan atau penyimpangan saat penyusunan akta mampu
menimbulkan dampak hukum yang serius. Notaris memiliki tanggung jawab moral
maupun hukum selaku pejabat publik dengan tingkat tinggi karena hasil kerjanya
memiliki akibat langsung terhadap kepastian hukum, keadilan, serta melindungi hukum
bagi masyarakat luas. Menurut UUJN Nomor 2 Tahun 2014, notaris diwajibkan
menjalankan jabatannya dengan bertanggung jawab sepenuhnya, kejujuran, dan mengacu
pada undang- undang yang sah.! Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris bukan
sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi juga menuntut kecermatan, integritas,

dan kesadaran penuh akan dampak hukum dari dokumen akta yang disusun. Selain itu,

' Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris (Bandung:
Refika Aditama, 2020), 34-40.
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seorang notaris perlu mempunyai kemampuan analitis berserta pemahaman mendalam
terhadap aspek hukum formal maupun materiil, agar setiap akta yang timbul menjadikan
instrumen hukum yang resmi serta terlindungi berdasarkan hukum.

Kesalahan sekecil apapun, baik dalam pencatatan data, identitas pihak, maupun
isi perjanjian, dapat menimbulkan risiko sengketa hukum yang panjang dan merugikan
para pihak yang berperan. Lebih lanjut, notaris juga harus mampu menilai potensi risiko
hukum dari berbagai transaksi, termasuk transaksi yang melibatkan aset bernilai tinggi,
perusahaan, atau kepentingan lintas negara. Kemampuan ini menuntut profesionalisme
yang tinggi, pemikiran kritis, serta pengetahuan hukum yang selalu diperbarui sesuai
dengan perkembangan peraturan dan praktik hukum terbaru. Selain itu, keahlian dalam
mengkomunikasikan informasi dalam akta bagi para pihak terkait dan memastikan
pemahaman bahwa benar juga menjadi bagian integral dari tugas notaris.

Perkembangan transaksi hukum yang semakin kompleks di era digital menuntut
notaris agar lebih teliti dan kompeten saat melakukan tugasnya. Banyak kasus
menunjukkan bahwa kesalahan administratif kecil sekalipun dapat menurunkan kekuatan
pembuktian akta otentik. Misalnya, apabila sebuah akta disusun tanpa kehadiran para
pihak atau saksi sah, maka akta itu kehilangan keabsahannya dan hanya dianggap akta di
bawah tangan.’Fenomena ini menggarisbawahi bahwa tidak cukup bagi notaris hanya
mengikuti prosedur formal, tetapi juga harus memperhatikan integritas, validitas data, dan
konteks regulasi yang diterapkan. Ketika praktiknya, hal tersebut berarti notaris
berkewajiban mengawasi seluruh dokumen pendukung lengkap, para pihak memahami
isi akta secara jelas, dan setiap langkah pembuatan akta diljalankan berdasarkan peraturan
hukum yang resmi. Serta meningkatnya transaksi elektronik dengan bisnis berskala besar,
risiko kelalaian notaris juga meningkat, sehingga pengawasan, pembaruan pengetahuan
hukum, dan pengaplikasian teknologi yang sesuai merupakan faktor penunjang saat
menjaga kualitas akta. Lebih jauh, notaris juga menghadapi tantangan terkait
perlindungan data pribadi, tanda tangan elektronik, dan pengesahan dokumen secara
digital, yang membutuhkan pemahaman hukum khusus dan keterampilan teknis
tambahan. Konsekuensinya, penelitian tentang tanggung jawab hukum notaris menjadi

sangat relevan untuk menilai sejauh mana profesi ini mampu menghadapi tantangan

2 Aditya, I Made. “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Cacat Formil.” Jurnal
Hukum Acara dan Praktik Peradilan 7, no. 2 (2021): 233-247.
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modern tanpa mengurangi ketetapan hukum kepada warga negara. Pendalaman tersebut
juga berpotensi dasar bagi pengembangan prinsip atau SOP yang lebih adaptif terhadap
perubahan zaman, sehingga profesi notaris tetap mampu menjalankan fungsinya secara
optimal.

Tanggung jawab hukum notaris dapat mencakup tiga aspek utama, yaitu
akuntabilitas hukum perdata, delik, dan tata kelola administrasi.Ketika ranah hukum
perdata, jabatan notaris dapat digugat mengenai perbuatan melawan hukum seandainya
bagian yang dirugikan mampu memvalidasi terjadi kesalahan atau kelalaian saat
pelaksanaan pembentukan akta.> Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris
bersifat pribadi dan melekat pada jabatan publik yang diembannya, sehingga setiap
ketidaksengajaan yang menimbulkan kerusakan bagi pihak asing mampu menjadi dasar
tuntutan hukum. Dalam ranah pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika
terbukti merealisasilan penipuan hanya menyerahkan informasi tiruan di dalam dokumen
akta. Sementara dalam ranah administratif, Majelis Pengawas Notaris berwenang
menerapkan hukuman terdiri atas peringatan, penangguha sementara, hingga pemecatatan
permanen.*

Keberadaan mekanisme pertanggungjawaban hal ini mempertegas sebetulnya
profesi notaris lebih dari sekedar sebatas formalitas, meski demikian dimensi moral dan
etika yang tinggi, yang harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap
terjaga. Selain itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk tanggung jawab ini penting
kepada notaris guna melaksanakan dasar kewaspadaan serta integritas pada setiap
kegiatan profesionalnya, terutama ketika menghadapi tekanan atau kepentingan pihak
tertentu. Dalam praktiknya, notaris harus mampu menyeimbangkan kepentingan para
pihak dengan kepatuhan terhadap hukum, menjaga obyektivitas dalam setiap keputusan,
serta mengantisipasi peluang perkara bahwa barangkali muncul pada saat selanjutnya.
Pemahaman ini juga menjadi kunci bagi pembuat akta autentik untuk melindungi terdiri
atas risiko dan menjaga reputasi profesionalnya agar tetap dipercaya oleh masyarakat dan

lembaga hukum lainnya.

3 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2018), 112—120.
4 Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta
(Bandung: Mandar Maju, 2021), 54-63
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Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penafsiran akan
komprehensif perihal akuntabilitas hukum notaris dalam peran pemimpin resmi
memegang mandat berpengaruh pada menciptakan kejelasan yuridis melalui pembuatan
akta otentik. Kajian ini juga diupayakan menyumbang kontribusi bagi penguatan
integritas profesi notaris di Indonesia.’Pemahaman yang mendalam mengenai tanggung
jawab hukum hal ini tak sesuai bagi kalangan akademik, melainkan bagi praktisi hukum,
pemerintah, dan masyarakat umum, agar tercipta sistem hukum yang adil, transparan, dan
dapat dipercaya. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi
perumusan kebijakan atau pedoman profesi notaris yang lebih jelas dan terarah, sehingga
setiap notaris mampu menjalankan tugasnya dengan optimal tanpa mengurangi kualitas
dan kekuatan hukum akta yang dibuat. Studi ini juga memiliki relevansi praktis dalam
meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi pihak dalam akta,
serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pola hukum negara. maka, analisis
menjadi penting di bagianrangka meningkatkan profesionalisme, etika, dan akuntabilitas
notaris selaku elemen integral melalui tatanan hukum, sekaligus menjawab tantangan
praktik hukum modern yang semakin kompleks dan dinamis.

Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup dua hal utama. Pertama,
bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta otentik
berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana konsekuensi hukum terhadap
akta otentik yang mengalami cacat hukum akibat kelalaian atau pelanggaran yang
dilakukan oleh notaris. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini
adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada notaris
dalam proses pembuatan akta otentik. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk
memahami dampak hukum yang dapat timbul apabila notaris melakukan pelanggaran
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang
jelas mengenai implikasi hukum terhadap profesi notaris serta jaminan kepastian hukum

bagi para pihak yang berkepentingan.

5 Ningsih, R. “Kekuatan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak.” Jurnal llmu
Hukum Yustisia 15, no. 3 (2023): 290-310.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif
dan analitis, serta tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam, sistematis, dan
menyeluruh mengenai kewajiban hukum notaris dalam pembentukan akta otentik berserta
implikasi hukum yang muncul dampak kecerobohan atau pelanggaran prosedural. metode
yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).
Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui studi terhadap berbagai regulasi
yang mengatur jabatan notaris, kewenangan dalam membuat akta otentik, serta dijatuhkan
sanksi apabila notaris melakukan penyimpangan hukum, sehingga penelitian ini mampu
mengidentifikasi aturan formal yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum notaris.
Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori, konsep, dan profesionalisme,
integritas, etika profesi, serta kepatuhan notaris terhadap norma hukum yang mendasari
praktik hukum sehari-hari, sehingga memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai
dimensi moral dan etis dalam praktik notaris. Sementara itu, pendekatan analitis
diterapkan untuk mengkaji hubungan antara aturan hukum yang berlangsung dengan
penerapan nyata di lapangan, sehingga penelitian dapat menilai dampak hukum secara
menyeluruh dan memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi ketentuan peraturan
dalam konteks sosial dan profesional.

Penelitian ini menggunakan sumber terdiri atas bahan hukum primer, yakni
peraturan perundang-undangan berkaitan jabatan, kewenangan, tugas, serta tanggung
jawab notaris; bahan hukum sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, makalah penelitian,
beserta literatur akademik lain yang membahas teori, praktik, dan perkembangan hukum
notaris; serta bahan hukum tersier, termasuk kamus hukum, serta referensi tambahan
yang membantu memperjelas istilah, konsep, serta interpretasi hukum yang digunakan
dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan, telaah dokumen resmi, serta analisis regulasi, putusan pengadilan, dan
dokumen publik terkait praktik notaris, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara
kualitatif dengan menafsirkan isi norma hukum yang relevan untuk menjawab kasus

penelitian ini. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya hukum,
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etika profesi, praktik administratif, dan dampak hukum dari kelalaian notaris, sampai
hasil penelitian diharapkan mampu menghasikan gambaran yang komprehensif,
mendalam, dan aplikatif mengenai tanggung jawab hukum, akuntabilitas, integritas, serta
profesionalisme notaris saat melakukan kewajiban di masyarakat dengan akurat serta

bertanggung jawab.°

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik
Tanggung jawab hukum notaris yang diberi kewenangan oleh negara bersifat
melekat pada pelaksana jabatannya. Notaris bukan sekadar pejabat administratif, tetapi
ikut serta melindungi para pihak yang berkepentingan dalam akta otentik. Menurut Pasal
15 UUJN, notaris berhak membentuk akta otentik serta melaksanakan wewenang sesuai
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta otentik oleh
notaris harus memiliki kekuatan pembuktian sempurna berupa formil maupun materiil.
Sehingga menjadikan akta otentik sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam
transaksi hukum, baik untuk kepentingan perdata, bisnis, maupun penyelesaian sengketa.
Namun, apabila akta tersebut terbukti mengandung cacat hukum atau dibuat tidak
sepadan serta tata cara baik yang diatur oleh undang-undang, maka akta tersebut dapat
dibatalkan atau kehilangan sifat otentiknya.” Kondisi ini menekankan bahwa
profesionalisme, dan kehati-hatian tidak dapat ditawar dalam praktik notaris. Selain itu,
tanggung jawab hukum notaris juga menuntut pemahaman mendalam tentang isi akta,
identitas para pihak, serta kesesuaian akta dengan peraturan yang berlaku, karena
kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan kerugian finansial, sengketa hukum, dan
dampak sosial yang luas. Lebih jauh, tanggung jawab ini menuntut kesiapan notaris untuk
menangani berbagai situasi kompleks, termasuk transaksi lintas hukum, dokumen bersifat
rahasia, dan kepentingan pihak ketiga yang ikut terlibat. Notaris harus mampu
menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan objektif, sambil tetap
mematuhi regulasi yang berlaku maka dari itu, tanggung jawab hukum notaris memiliki

dimensi yang luas, mencakup aspek legal, moral, etika, dan profesional.

® Rahmawati, Eka. “Kewenangan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Jurnal
Ilmiah llmu Hukum 4, no. 2 (2021): 178-193.

7 Hadi, Rudi. “Analisis Akibat Hukum Akta Notaris yang Cacat Hukum.” Jurnal Hukum dan
Keadilan 8, no. 1 (2019): 112-129.
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Tanggung jawab hukum notaris terdapat tiga bagian bentuk utama yang saling
berkaitan. Pertama, tanggung jawab perdata, yang timbul apabila terdapat kesalahan
notaris dapatmenyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat.® Dasar hukumnya mengacu
pada Pasal 1365 (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar
hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk
mengganti kerugian. Tanggung jawab perdata ini menuntut notaris untuk selalu berhati-
hati dalam membuat akta, memastikan seluruh dokumen pendukung lengkap, serta
menafsirkan perjanjian dengan cermat demi menghindari perselisihan di masa
mendatang. Notaris juga perlu melakukan verifikasi identitas pihak, validasi dokumen
pendukung, dan memastikan kesesuaian isi akta melalui peraturan yang diterapkan.
Kedua, tanggung jawab pidana, yang timbul apabila notaris disengaja memanipulasi
tanda tangan, seperti yangt diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Dalam hal ini, notaris
dapat menghadapi tuntutan pidana yang berat, termasuk hukuman penjara atau denda,
tergantung pada tingkat kesalahan. Tanggung jawab pidana ini menekankan pentingnya
integritas pribadi notaris, karena setiap tindakan curang atau penyimpangan dapat
merusak kepercayaan publik terhadap profesi dan sistem hukum secara keseluruhan.
Notaris harus menyadari bahwa konsekuensi pidana tidak hanya memengaruhi kehidupan
profesional, tetapi juga reputasi sosial dan kredibilitasnya di mata masyarakat. Ketiga,
tanggung jawab administratif, diselenggarakan dengan Majelis Pengawas Notaris melalui
mekanisme pengawasan dan sanksi disiplin sesuai Pasal 85-88 UUJN. Bentuk sanksi
administratif ini dapat berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara, hingga
penghentian tetap, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme ini
bertujuan untuk menjaga profesionalisme notaris, menegakkan etika, dan memastikan
bahwa setiap notaris mematuhi norma hukum serta prinsip kehati-hatian dalam
menjalankan tugasnya. Pengawasan administratif juga berfungsi sebagai sarana preventif,
agar notaris dapat memperbaiki praktiknya sebelum terjadi pelanggaran yang merugikan

pihak lain. Lebih jauh, penerapan prinsip audit internal, pelaporan berkala, dan pelatihan

8 Anggraeni, Dwi. “Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan atas Kesalahan Notaris.”
Jurnal Lex Renaissance 6, no. 1 (2022): 88—103.
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profesional merupakan bagian integral dari tanggung jawab administratif, sehingga setiap
notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan jabatannya.

Tanggung jawab hukum notaris juga mencakup kewajiban untuk selalu mengikuti
perkembangan hukum dan praktik profesional terkini. Notaris harus memperbarui
pengetahuannya terkait regulasi terbaru, putusan pengadilan, praktik bisnis modern, serta
teknologi hukum, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik. Kemampuan adaptasi
ini memastikan akta yang dibuat tetap sah, relevan serta aman dari risiko hukum. Notaris
juga perlu mengantisipasi perubahan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi
transaksi, sehingga setiap akta mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan hak
semua pihak. Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris bersifat dinamis,
menuntut kombinasi antara kepatuhan hukum, profesionalisme, dan kemampuan analitis
untuk menghadapi tantangan modern dalam praktik notaris. Integritas, etika, dan
kompetensi teknis menjadi fondasi yang menjamin setiap akta otentik dapat dipercaya
dan berfungsi optimal dalam sistem hukum nasional. Evaluasi berkala terhadap prosedur
kerja, pelatihan lanjutan, dan pembaruan kebijakan internal menjadi instrumen penting
untuk mendukung tanggung jawab menyeluruh ini. Tanggung jawab preventif ini tidak
hanya melindungi para pihak, tetapi juga memperkuat citra dan kredibilitas profesi notaris
secara keseluruhan. Selain itu, kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari
setiap akta memperkuat komitmen notaris dalam menjalankan tugasnya secara maksimal
dan akuntabel.’

Kemudian Notaris dituntut untuk senantiasa memperbarui pengetahuan,
memahami perkembangan transaksi bisnis dan teknologi, serta menyesuaikan praktik
profesional dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini mencakup pemahaman
terhadap transaksi elektronik, dokumen digital, tanda tangan elektronik, dan tata cara
pengesahan akta secara virtual yang kini menjadi bagian penting dari praktik hukum.
Dengan demikian, tanggung jawab hukum notaris bersifat menyeluruh, mencakup aspek
moral, etika, profesional, dan teknis, sehingga setiap akta yang dibuat tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga dapat dipercaya sebagai sarana pembuktian yang kuat. Notaris
juga harus mampu mengantisipasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen

dengan peraturan terbaru, sehingga risiko litigasi dapat diminimalkan. Penerapan prinsip

% Sari, Komang. “Pertanggungjawaban Notaris dalam Kasus Pemalsuan Akta.” Jurnal Legislasi
Indonesia 19, no. 1 (2022): 85-101.
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kehati-hatian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas jabatan notaris serta
memastikan semua pihak yang terlibat bagi kepastian hukum. Kemudian, kemampuan
analisis risiko hukum dan pemahaman konteks hukum yang kompleks menjadi faktor
penting dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Diharapkan notaris juga memberikan
saran preventif kepada para untuk menghindari potensi sengketa di masa depan, sehingga
akta yang dibuat tetap mempunyai kekuatan hukum penuh.

Serta tanggung jawab hukum notaris juga menuntut kemampuan manajerial dan
komunikasi yang baik dalam mengelola para pihak yang terlibat dalam akta. Notaris perlu
mampu menjelaskan isi akta dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, memastikan
kesepakatan para pihak tercermin secara akurat dalam dokumen, serta mengelola risiko
konflik atau perselisihan yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, profesionalisme tidak
hanya terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga kemampuan membangun
kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Integritas dan
akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap akta yang dihasilkan dapat diterima sebagai
instrumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan
citra profesi notaris di mata masyarakat dan lembaga hukum. Selain menjaga komunikasi
dengan para pihak, notaris juga harus mampu bekerja sama dengan lembaga hukum lain,
termasuk pengadilan, kantor pertanahan, dan instansi pemerintah, untuk memastikan akta
memenuhi seluruh persyaratan hukum. Kemampuan negosiasi dan penyelesaian masalah
juga menjadi aspek penting dalam mengurangi potensi sengketa. Notaris perlu
membangun hubungan yang transparan dengan semua pihak yang terlibat, sehingga
proses pembuatan akta berjalan lancar dan adil. Selain itu, pemahaman budaya, etika, dan
konteks sosial dari para pihak juga menjadi bagian penting dari kemampuan manajerial
notaris. Dengan pendekatan komunikasi yang baik, notaris dapat meningkatkan kualitas
pelayanan hukum dan menjaga kepercayaan publik.

Tanggung jawab hukum notaris juga menekankan pentingnya pendidikan
berkelanjutan, pelatihan profesional, dan pengembangan kompetensi secara menyeluruh.
Notaris perlu mengikuti seminar, workshop, pendidikan tambahan, serta program
sertifikasi yang membahas perkembangan regulasi terbaru, praktik hukum nasional dan

internasional, teknologi hukum, serta tren transaksi modern, agar tetap relevan dan
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kompeten dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang. Hal ini juga
mencakup pembekalan mendalam tentang manajemen risiko, prosedur mitigasi
kesalahan, pengelolaan konflik kepentingan, etika profesional, serta strategi perlindungan
hak-hak para pihak yang terlibat, sehingga potensi kerugian akibat kelalaian dapat
diminimalkan secara signifikan. Dengan pemahaman dan keterampilan yang
komprehensif, notaris dapat mengantisipasi berbagai situasi kompleks yang muncul
dalam praktik hukum modern, seperti transaksi lintas yurisdiksi, penggunaan teknologi
digital dalam pembuatan dan pengesahan akta, serta pergeseran praktik bisnis yang
memerlukan adaptasi cepat terhadap regulasi baru. Pendidikan berkelanjutan juga
memungkinkan notaris untuk memahami praktik hukum terbaru di tingkat global dan
menyesuaikannya dengan konteks lokal, termasuk tren penggunaan dokumen elektronik,
tanda tangan digital, dan penyimpanan arsip berbasis teknologi informasi. Selain itu,
pengembangan profesional berkelanjutan mendorong terciptanya budaya kerja yang
beretika, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga setiap keputusan yang
diambil dalam pembuatan akta bukan hanya legal formal, tetapi juga mencerminkan
prinsip moral dan keadilan. Dengan mempelajari kasus-kasus hukum terkini, putusan
pengadilan, serta praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional, notaris dapat
mengidentifikasi tren permasalahan hukum, menerapkan langkah-langkah preventif, dan
meminimalkan risiko litigasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klien maupun
reputasi profesi. Pendidikan dan pelatihan yang konsisten juga memperkuat kemampuan
analisis dan pengambilan keputusan yang tepat, memungkinkan notaris menilai setiap
transaksi secara komprehensif, baik dari sisi hukum, finansial, maupun sosial. Akhirnya,
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjamin bahwa setiap notaris mampu
memberikan pelayanan hukum berkualitas tinggi yang menjamin kepastian hukum,
perlindungan hak, keadilan.

Pentingnya pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab ini
menjadikan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum notaris sangat relevan bagi
berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, lembaga pengawas, organisasi
profesi, dan masyarakat luas, sebagai upaya untuk memperkuat profesionalisme.
Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, serta menjadi
dasar rekomendasi kebijakan, pedoman praktik notaris, dan pengembangan standar

prosedur kerja yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga risiko kesalahan hukum dapat
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diminimalkan. Hasil penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik
terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab notaris dalam sistem hukum, serta
mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam praktik
notaris. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembentukan
regulasi tambahan, standar etika profesional, atau pedoman operasional yang
memperkuat integritas, disiplin, dan akuntabilitas notaris di seluruh Indonesia. Dengan
demikian, studi ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan sistem hukum
nasional, perlindungan hak masyarakat, peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi
notaris, serta pembentukan praktik hukum yang berstandar tinggi dan berkelanjutan.
Kolaborasi ini menekankan pentingnya penelitian di antara berbagai pihak terkait,
seperti organisasi profesi notaris, Kementerian Hukum dan HAM, lembaga pendidikan
hukum, serta lembaga pengawas independen, untuk menciptakan ekosistem hukum yang
saling mendukung. Sinergi ini diperlukan agar pengawasan, pembinaan, dan evaluasi
kinerja notaris dapat berjalan secara efektif, sehingga kesalahan atau pelanggaran dapat
dicegah sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kolaborasi juga
memungkinkan pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang lebih relevan
dengan praktik modern, termasuk adaptasi terhadap digitalisasi akta dan transaksi
elektronik. Selain itu, koordinasi antar lembaga dapat membantu memperkuat penerapan
kode etik, disiplin profesi, serta mekanisme sanksi yang adil dan transparan, sehingga
setiap notaris memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Dengan
pendekatan terpadu ini, profesi notaris dapat lebih adaptif terhadap perubahan hukum dan
sosial, meningkatkan kredibilitas, dan memberikan pelayanan hukum yang lebih amanah,
akuntabel, serta profesional. Studi ini juga mendorong pembentukan indikator kinerja dan
evaluasi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, teknologi, dan

manajemen risiko, sehingga setiap notaris mampu menjalankan tugasnya dengan optimal.

Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat karena Kesalahan Notaris
Selain dampak terhadap para pihak dan kredibilitas notaris, akta otentik yang cacat

juga dapat menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Misalnya, dalam

kasus akta tanah atau properti, kekurangan formil atau materiil pada akta dapat memicu

sengketa pertanahan yang melibatkan banyak pihak, menghambat transaksi jual beli, dan
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bahkan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Tidak jarang, masalah ini
berimplikasi pada keterlambatan pembangunan, investasi, atau proyek ekonomi yang
bergantung pada kepastian hukum dokumen resmi. Selain itu, ketidakpastian hukum ini
juga dapat merugikan kepercayaan orang lain mengenai sistem hukum nasional serta
mengurangi keyakinan publik terhadap perlindungan hak-hak hukum mereka. Dengan
demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat individual atau profesional, tetapi
juga memiliki dimensi publik yang menuntut kehati-hatian ekstra dalam setiap tindakan.
Hal ini menekankan bahwa setiap prosedur dalam pembuatan akta harus dijalankan
dengan standar tertinggi agar tidak menimbulkan risiko hukum di masa depan. Kegagalan
dalam menjaga kualitas akta dapat memicu litigasi berkepanjangan yang membebani para
pihak dan lembaga hukum. Notaris perlu menyadari bahwa dampak dari kesalahan dapat
bersifat jangka panjang dan meluas, termasuk terhadap reputasi profesi notaris secara
keseluruhan. Kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan prinsip kehati-hatian menjadi
fondasi utama untuk meminimalkan risiko tersebut. Oleh karena itu, pengawasan internal
dan eksternal menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas akta dan kepercayaan
publik.

Akibat hukum dari akta yang cacat juga menekankan perlunya mekanisme
pencegahan yang efektif dalam praktik notaris. Notaris harus menerapkan prinsip due
diligence secara menyeluruh, termasuk verifikasi identitas pihak, pemeriksaan dokumen
pendukung, dan konsultasi hukum tambahan bila diperlukan. Penerapan teknologi, seperti
sistem manajemen dokumen digital dan tanda tangan elektronik yang aman, dapat
membantu meminimalkan risiko human error dan memastikan akta disusun secara tepat.
Selain itu, pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional terkait regulasi terbaru,
etika, dan teknologi hukum menjadi sangat penting agar notaris selalu kompeten dan
dapat menyesuaikan praktiknya dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, akta
otentik yang sah tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi
juga integritas, profesionalisme, dan kemampuan preventif notaris dalam melindungi
hak-hak semua pihak yang terlibat.! Penerapan strategi mitigasi risiko ini juga
memperkuat kemampuan notaris untuk menghadapi situasi kompleks dan potensi

sengketa. Notaris perlu membangun komunikasi yang jelas dengan semua pihak agar

19 Yuliana, Made. “Akta Notaris sebagai Alat Bukti Otentik di Pengadilan.” Kertha Semaya 10,
no. 2 (2020): 120-138.
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setiap ketentuan dalam akta dipahami dan diterima. Penggunaan checklist dan standar
prosedur operasional dapat menjadi alat bantu untuk memastikan kepatuhan terhadap
hukum dan etika. Selain itu, pelibatan pihak ahli atau konsultan hukum tambahan dalam
transaksi kompleks dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Dengan langkah-langkah
preventif ini, tanggung jawab hukum notaris dapat dijalankan secara efektif, melindungi
semua pihak, dan menjaga kredibilitas profesi secara berkelanjutan.

Namun, apabila cacat tersebut bersifat substansial, seperti pemalsuan data,
manipulasi isi, atau kesalahan material yang memengaruhi hak dan kewajiban para pihak,
maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.!! Akibat hukum ini tidak hanya
berdampak pada para pihak yang dirugikan, tetapi juga secara langsung memengaruhi
reputasi dan kredibilitas notaris yang bersangkutan. Akta yang dinyatakan batal demi
hukum dapat menimbulkan gugatan perdata untuk ganti rugi, tuntutan pidana jika terdapat
unsur pemalsuan, serta sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini
menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, pengecekan dokumen, dan verifikasi
identitas pihak sebelum akta ditandatangani dan disahkan. Setiap kelalaian, sekecil
apapun, dapat menimbulkan konsekuensi hukum jangka panjang, yang tidak hanya
merugikan klien tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris
secara keseluruhan. Selain itu, kesalahan substansial dapat menyebabkan sengketa hukum
berkepanjangan yang membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama untuk
penyelesaiannya. Notaris yang lalai dalam hal ini dapat menghadapi tuntutan ganti rugi
yang signifikan. Risiko hukum ini membuat integritas dan profesionalisme menjadi aspek
yang sangat penting dalam praktik notaris. Penerapan standar prosedur yang ketat dan
dokumentasi yang teliti menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya cacat hukum.

Dalam pembuatan akta notaris yang melakukan kesalahan tidak hanya berhadapan
dengan sanksi administratif, namun dapat dikenakan tuntutan perdata atau pidana
tergantung pada tingkat kesalahannya.'? Dalam konteks ini, notaris harus memahami

bahwa tanggung jawabnya bersifat personal dan melekat pada jabatan, sehingga setiap

' Darsana, I Gede. “Aspek Pidana dalam Tanggung Jawab Notaris.” Jurnal Magister Hukum
Udayana 10, no. 3 (2021): 356-371.

12 Kurniawan, Bagas. “Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Kebenaran Data Para Pihak.”
Jurnal Notarius 14, no. 2 (2022): 55-70
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kelalaian atau tindakan curang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yang serius.
Mahkamah Agung dalam beberapa putusan juga menegaskan bahwa notaris wajib
bertanggung jawab secara pribadi apabila kesalahan tersebut disebabkan oleh
kelalaiannya sendiri. Dengan demikian, fungsi pengawasan internal melalui Majelis
Kehormatan dan Majelis Pengawas sangat penting notaris untuk menjamin
profesionalisme, sekaligus memberikan pedoman bagi praktik yang benar dan sesuai
etika. Mekanisme pengawasan ini juga menjadi sarana preventif untuk mencegah
kesalahan yang terjadinya dapat merugikan pihak lain dan mengurangi risiko litigasi.
Selain itu, pengawasan ini memastikan adanya pembelajaran dari kasus sebelumnya
sehingga notaris lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Keberadaan sanksi
yang jelas juga membantu menegakkan disiplin dan memberikan efek jera. Notaris harus
menyadari bahwa setiap pelanggaran, baik sengaja maupun karena kelalaian, dapat
menurunkan kredibilitas profesinya. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dan evaluasi
internal rutin menjadi bagian penting dari praktik profesional yang bertanggung jawab.
Tanggung jawab etik merupakan bagian signifikan dari tanggung jawab hukum
notaris. Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur
kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan, kejujuran, serta independensi dalam
menjalankan jabatannya.'* Kepatuhan terhadap kode etik ini juga melindungi hak-hak,
sekaligus memperkuat kredibilitas profesi notaris di mata publik dan lembaga hukum.
Integritas dan profesionalisme notaris menjadi faktor penentu dalam menjaga
kepercayaan publik terhadap akta otentik sebagai instrumen hukum yang sah dan kuat.
Selain itu, penerapan etika profesional juga menekankan sikap transparansi, akuntabilitas,
dan tanggung jawab sosial notaris, yang membantu mencegah konflik kepentingan,
penyalahgunaan kewenangan, dan praktik manipulatif dalam pembuatan akta. Ketaatan
terhadap etika menuntut notaris untuk selalu menempatkan kepentingan hukum dan moral
di atas kepentingan pribadi atau tekanan pihak ketiga. Dengan demikian, setiap keputusan
yang diambil dalam pembuatan akta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan
kejujuran. Notaris yang patuh terhadap kode etik akan meningkatkan citra profesi dan

menjaga stabilitas sistem hukum nasional.

13 Mahendra, A.A. “Implementasi Kode Etik Notaris dalam Menegakkan Integritas Jabatan.”
Jurnal Hukum Dewantara 11, no. 1 (2020): 34-48.
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Tanggung jawab hukum notaris juga mencakup kewajiban untuk
mendokumentasikan seluruh proses pembuatan akta secara sistematis dan akurat.
Dokumentasi ini menjadi bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian
hari, baik dalam konteks audit internal maupun sengketa hukum. Notaris harus
memastikan semua dokumen pendukung tersedia, seperti identitas pihak, bukti
kepemilikan, surat izin, dan persetujuan terkait lainnya. Ketelitian dalam pencatatan dan
arsip meminimalkan risiko kesalahan dan sengketa di masa depan. Prosedur dokumentasi
yang baik juga memudahkan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan
memberikan referensi bagi praktik notaris lain. Kesalahan dalam dokumentasi dapat
menimbulkan kerugian serius dan memicu tuntutan hukum perdata maupun pidana. Oleh
karena itu, penerapan sistem manajemen dokumen yang profesional menjadi bagian
integral dari tanggung jawab notaris. Selain itu, dokumentasi yang lengkap meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap
akta yang dihasilkan. Hal ini menekankan bahwa tanggung jawab hukum notaris bukan
hanya pada tahap pembuatan akta, tetapi juga mencakup seluruh proses administratif dan
kontrol internal.

Tanggung jawab notaris juga melibatkan kemampuan untuk mengantisipasi risiko
hukum dan menyusun strategi mitigasi yang tepat. Notaris perlu mengidentifikasi potensi
konflik, memahami implikasi hukum dari setiap perjanjian, dan memberi nasihat yang
objektif kepada para pihak. Hal ini penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya
gugatan di kemudian hari. Notaris yang profesional harus menilai setiap transaksi secara
cermat, termasuk aspek legal, finansial, dan sosial, sebelum menyelesaikan akta. Dengan
pendekatan proaktif ini, risiko cacat formil atau materiil dapat diminimalkan. Penerapan
prinsip kehati-hatian dan due diligence menjadi landasan utama dalam praktik
profesional. Selain itu, notaris juga perlu membangun komunikasi efektif dengan para
pihak, memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Integritas,
transparansi, dan kompetensi menjadi kunci dalam menjaga reputasi profesi. Tanggung
jawab preventif ini membuktikan bahwa peran notaris tidak sekadar administratif, tetapi

strategis dalam menjamin kepastian hukum.

16 JMA - VOLUME 4, NO. 3, MARET 2026



Dampak hukum dari akta cacat dapat meluas ke ranah publik, terutama ketika akta
tersebut terkait dengan transaksi yang menyangkut kepentingan banyak orang, seperti
tanah publik, perusahaan, atau aset strategis. Dalam konteks ini kesalahan notaris tidak
hanya menimbulkan kerugian, serta dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang
signifikan. Misalnya, sengketa atas kepemilikan tanah publik atau aset strategis dapat
menghambat pembangunan, mengganggu investasi, dan menimbulkan ketidakpastian
hukum yang berdampak pada berbagai pihak. Selain itu, konsekuensi sosial juga dapat
muncul, seperti meningkatnya konflik antar pihak, hilangnya kepercayaan publik
terhadap lembaga hukum, dan menurunnya legitimasi profesi notaris. Tanggung jawab
notaris tidak hanya bersifat pribadi atau administratif, tetapi memiliki implikasi yang luas
bagi sistem hukum dan masyarakat. Dampak tersebut juga dapat menyebabkan
ketidakpastian dalam hubungan bisnis dan transaksi perbankan, karena pihak ketiga
mungkin enggan mengakui akta yang cacat. Notaris harus memahami bahwa kesalahan
sekecil apapun dapat memicu reaksi domino yang merugikan banyak pihak. Oleh sebab
itu, prosedur hukum menjadi sanagat penting bagi praktik profesional. Pengawasan
internal dan prosedur review dokumen menjadi mekanisme penting untuk meminimalkan
risiko tersebut. Dengan pemahaman ini, notaris dapat menjalankan perannya sebagai
penjamin kepastian hukum publik secara lebih efektif.

Dalam konteks ini, notaris harus menyadari bahwa setiap tindakan yang diambil
dalam pembuatan akta memiliki implikasi yang luas dan kompleks, sehingga setiap
keputusan harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan sosial secara menyeluruh.
Notaris tidak dapat semata-mata fokus pada prosedur formal, tetapi harus menilai potensi
risiko dari setiap tindakan, termasuk dampak terhadap pihak ketiga dan kepentingan
publik.'* Penilaian yang cermat ini mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi identitas,
pengecekan legalitas hak kepemilikan, dan pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari
setiap klausul yang tercantum dalam akta. Dengan pendekatan yang hati-hati dan
sistematis, notaris dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian, sengketa, dan
konflik hukum di masa depan. Hal ini sekaligus menekankan peran strategis notaris
sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung hak-hak Masyarakat luas. Notaris juga

perlu menyusun prosedur kerja standar yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik

14 Hapsari, Tiara. “Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik.” Jurnal Hukum
Progresif'5, no. 2 (2023): 202-220.
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untuk memastikan kepatuhan hukum di setiap akta. Pemahaman kontekstual terhadap
latar belakang pihak-pihak yang terlibat juga membantu mengantisipasi potensi konflik.
Proses konsultasi yang terbuka dan transparan dengan para pihak dapat mengurangi risiko
perselisihan. Evaluasi berkala terhadap praktik notaris juga penting untuk menyesuaikan
diri dengan perubahan regulasi dan praktik terbaik. Dengan demikian, tanggung jawab
notaris melampaui sekadar administratif dan berorientasi pada kepentingan publik yang
lebih luas.

Profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi
utama dalam mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat kesalahan atau
kelalaian notaris. Notaris harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kewenangan
yang diberikan undang-undang, kode etik profesi, serta prinsip kehati-hatian dalam
praktik sehari-hari, termasuk pengetahuan tentang aspek formil dan materiil pembuatan
akta otentik. Kegagalan untuk mematuhi standar profesional risiko hukum ini tidak hanya
menimbulkan bagi notaris, selain itu berpotensi merugikan para pihak yang terlibat. Maka
dari itu, pemahaman komprehensif mengenai prosedur hukum, standar etika, serta praktik
terbaik merupakan kewajiban mutlak bagi setiap notaris, dan harus tercermin dalam setiap
langkah kerja, mulai dari pengumpulan data hingga penandatanganan akta. Selain itu,
penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting agar setiap
perbuatan yang dilakukan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, moral, dan sosial.
Notaris perlu menyadari bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap
hukum, namun juga dari keunggulan interaksi dengan para pihak, kemampuan
menyelesaikan permasalahan secara tepat, serta menjaga kepercayaan publik melalui
layanan yang adil dan terpercaya. Kompetensi teknis dan etika harus berjalan beriringan
untuk membangun reputasi dan kredibilitas yang kuat. Pelatithan berkelanjutan,
pembaruan regulasi, serta peningkatan keterampilan praktis menjadi elemen esensial agar
profesi tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika hukum modern.
Integritas pribadi notaris menjadi modal utama untuk menghindari praktik curang,
penyalahgunaan kewenangan, atau kelalaian yang dapat berdampak luas. Dengan

demikian, tanggung jawab hukum notaris mencakup dimensi personal, profesional, dan
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publik yang saling terkait, sehingga setiap keputusan dan tindakan harus dilakukan
dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi, tanggung jawab notaris juga semakin
kompleks karena mencakup kemampuan adaptasi terhadap sistem digital, termasuk
penggunaan tanda tangan elektronik, pengesahan akta secara virtual, serta manajemen
dokumen elektronik yang aman dan terintegrasi. Penguasaan teknologi hukum tidak
hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga meningkatkan keamanan data,
mengurangi risiko human error, mempercepat penyelesaian prosedur, serta memperkuat
validitas akta otentik dalam konteks hukum modern. Kesalahan dalam penggunaan
teknologi, seperti kelalaian dalam verifikasi dokumen digital atau penyalahgunaan tanda
tangan elektronik, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang setara dengan kesalahan
formil atau materiil tradisional, bahkan berpotensi menimbulkan litigasi yang merugikan
notaris maupun klien. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan, pelatihan profesional,
dan sertifikasi terkait teknologi hukum menjadi bagian penting dari tanggung jawab
notaris, yang tidak hanya menuntut kemampuan teknis tetapi juga kesadaran akan risiko
hukum dan keamanan data. Notaris juga wajib memahami prosedur keamanan siber,
manajemen risiko data, dan strategi mitigasi potensi penyalahgunaan teknologi, sehingga
informasi klien tetap terlindungi dengan baik. Penggunaan sistem digital harus selalu
disertai dokumentasi yang lengkap, backup data, dan pengaturan hak akses yang jelas
agar proses administratif dan hukum berjalan aman. Selain itu, notaris perlu memberikan
panduan yang jelas bagi pihak yang terlibat agar dapat menggunakan sistem digital
dengan benar dan aman, sehingga risiko kesalahan atau manipulasi dokumen
diminimalkan. Penerapan teknologi tidak menggantikan prinsip kehati-hatian, tetapi
justru memperkuat akurasi, efisiensi, dan ketepatan dalam setiap prosedur hukum.
Dengan kesiapan ini, profesi notaris dapat menghadapi tantangan era digital tanpa
mengorbankan kredibilitas, kepastian hukum, atau perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat.

Sertatanggung jawab harus dipandang sebagai kewajiban yang komprehensif,
mencakup aspek moral, teknis, sosial, preventif, dan adaptif terhadap perkembangan
zaman. Evaluasi internal secara berkala, audit rutin, dan pembelajaran dari kasus hukum
sebelumnya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas praktik notaris serta

meminimalkan risiko kesalahan yang dapat berdampak luas. Notaris perlu membangun



TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA OTENTIK

prosedur kerja yang terdokumentasi dengan baik, sistematis, dan konsisten agar setiap
akta yang dibuat sesuai standar hukum dan etika profesi. Implementasi teknologi,
pendidikan berkelanjutan, dan pelatihan profesional tidak hanya mendukung terciptanya
budaya kerja yang etis dan akuntabel, tetapi juga memperkuat kemampuan notaris dalam
mengantisipasi permasalahan hukum yang kompleks. Dengan demikian, setiap akta yang
dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, namun dipercaya sebagai instrumen yang
melindungi kepentingan para pihak, menjaga stabilitas sistem hukum, serta memperkuat
kepercayaan publik terhadap profesi dan institusi hukum di Indonesia.

Tanggung jawab hukum notaris juga menuntut kesadaran akan implikasi sosial
dari setiap tindakan profesional. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta tidak
hanya berdampak bagi pihak terkait secara individual, melainkan dapat memengaruhi
keyakinan masyarakat, kelangsungan transaksi bisnis, serta kestabilan ekonomi dan
hukum secara lebih luas. Notaris harus mampu menilai risiko sosial dan hukum dari setiap
akta, serta menerapkan prinsip kehati-hatian yang melibatkan pertimbangan legal, etika,
dan dampak sosial. Profesionalisme dalam hal ini mencakup kemampuan untuk
berkomunikasi dengan jelas, memberikan edukasi hukum kepada para pihak, serta
menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sehingga kombinasi antara profesionalisme, integritas pribadi, kepatuhan hukum,
kemampuan adaptasi teknologi, dan evaluasi berkelanjutan membentuk landasan bagi
tanggung jawab hukum notaris yang modern dan komprehensif. Notaris yang disiplin
dalam audit internal, review prosedur kerja, dan pembaruan kompetensi hukum maupun
teknologi akan lebih siap menghadapi pengawasan eksternal dan tuntutan masyarakat.
Pengembangan standar operasional prosedur yang terdokumentasi, pelatihan
berkelanjutan, dan pemahaman mendalam tentang teknologi hukum menjadi elemen
penting untuk menjaga kualitas pelayanan. Dengan pemahaman dan kesiapan ini, setiap
notaris mampu menjalankan peran strategisnya secara maksimal dan keadilan bagi semua
pihak- pihak yang terlibat. Tanggung jawab hukum notaris tidak lagi bersifat statis,
melainkan dinamis, mencakup aspek legal, etis, teknis, sosial, dan preventif yang saling
melengkapi, sehingga profesi ini dapat mempertahankan kredibilitas, relevansi, dan

kepercayaan publik di era modern.

20 JMA - VOLUME 4, NO. 3, MARET 2026



KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta otentik mencakup
tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif yang bersumber dari kewenangan
jabatan publiknya, di mana notaris wajib menjamin keabsahan dan kebenaran formal
setiap akta yang dibuat karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna di
mata hukum; pelanggaran terhadap ketentuan formil maupun materiil dalam pembuatan
akta dapat menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan bahkan berpotensi batal
demi hukum, sehingga tanggung jawab hukum notaris bersifat pribadi dan setiap
kesalahan atau kelalaian menjadi beban pribadi bukan lembaga. Sanksi yang dapat
dijatuhkan terhadap notaris beragam, mulai dari sanksi administratif, tuntutan perdata,
hingga pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga
pengawasan terhadap notaris perlu diperkuat melalui Majelis Pengawas dan Majelis
Kehormatan agar terhindar dari penyalahgunaan jabatan serta untuk menjaga
profesionalisme dan integritas profesi.

Di sisi lain, peningkatan pendidikan etik, pelatihan profesional, dan pembekalan
terkait prosedur hukum modern sangat penting untuk membekali notaris menghadapi
tantangan praktik kontemporer, termasuk pembaruan kebijakan dan digitalisasi
pembuatan akta agar notaris mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum modern,
teknologi, dan transaksi elektronik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi
antara organisasi profesi, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga pendidikan
hukum dalam membina dan mengawasi notaris secara berkesinambungan, sehingga
mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan
selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, sehingga akta otentik yang dihasilkan tetap
menjadi instrumen hukum yang sah, kuat, dan dapat diandalkan oleh masyarakat maupun

pihak-pihak yang berkepentingan.
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